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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum 

Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan 

mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2026 dan telah 

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

2026. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu diundangkan pada 25 Agustus 2021 melalui 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen 

perencanaan daerah hasil penjabaran dari dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 

(satu) tahun. Sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bersama 

Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut 

menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, rencana 

pembangunan jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) 
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tahun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

disusun untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana 

pembangunan tahunan disusun untuk periode 1 (satu) tahun dalam 

bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, 

menggunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yaitu 

pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan 

bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan 

kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis 

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah 

terpilih ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka 

Menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas 

merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah 

pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain menggunakan 

pendekatan-pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan daerah 

yang berorientasi pada hambatan dan/atau permasalahan yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan 

menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan 

fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang 

tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan pedoman dasar 

dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Salah 

satu tujuan SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, 

daerah, maupun antara pusat dan daerah. 

Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, 

tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah 

melalui perencanaan kebijakan di setiap periodenya (Panjang – 

Menengah – Tahunan). Daerah, sesuai dengan kewenangannya 

menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal 

dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang mengamanatkan 

bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-

prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 

b. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan 

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 

c. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran 

dan kewenangan masing- masing; 

d. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana 

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 

e. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan 

kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika 

perkembangan daerah dan nasional; 
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f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara 

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 

g. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik 

(specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), 

memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability), 

dan memperhatikan fungsi waktu (times) (SMART). 

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, 

sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 

2026. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) Tahun. KUA 

merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang 

dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD 

untuk menjelaskan manajemen keuangan Daerah. Secara umum, 

kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil 

oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan 

memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan 

untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah. 

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
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adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

Tahun. 

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan 

respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi 

perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2026 dengan 

mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan antisipasi yang memadai dan diikuti oleh pengambilan 

keputusan secara tepat untuk dapat meredam dampak negatif pada 

sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjaga keberlanjutan keuangan 

daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat 

ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan 

sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, 

serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal 

ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang 

optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. 

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Kapuas 

Hulu tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum 

APBD Tahun Anggaran 2026, karena bagaimanapun juga kebutuhan 

akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan 

tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu ke 

depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam 

mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan 

yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya 

diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap 

suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah 

serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
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Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk 

menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan 

Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2026. KUA yang 

disusun memuat kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan 

Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan 

Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA 

Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah 

Tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam 

penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan umum ini 

diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis 

dengan ketersediaan anggaran. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 ini perlu 

melaksanakan optimalisasi kebijakan-kebijakan yang berdasarkan hasil 

evaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor 

pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Hal ini dikarenakan 

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan 

oleh evaluasi dan pengawasan sebagai bagian dari pembelajaran atas 

kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan 

pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu tahun 2026 ini memiliki prioritas untuk mewujudkan 

Kabupaten Kapuas Hulu yang Semakin Harmonis, Semakin Energik, 

Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil 

dengan diutamakan pembangunan pada sektor ekonomi unggulan 

sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan. 

KUA Tahun Anggaran 2026 disusun dengan semangat untuk 

mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 yang 

mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna 

Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar”, tema ini 

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. 
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Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 tersusun, menurut 

Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan 

PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah 

dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat Minggu Kedua 

Bulan Agustus. Selanjutnya sesuai Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA 

Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun 

disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 

berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan 

penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan KUA – PPAS Tahun 2026 

 

 

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2026 adalah untuk : 

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan 

daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang akuntabel guna dijadikan 

dasar perencanaan pembangunan; 

RKPD 2026

Kepala Daerah 
menyusun 

Rancangan KUA -
PPAS berdasar 

RKPD dibantu TAPD

TAPD melaporkan 
Rancangan KUA -
PPAS ke Kepala 

Daerah awal bulan 
Juli

Kepala Daerah 
menyampaikan 
Rancangan KUA 
- PPAS ke DPRD 

pertengahan 
Bulan Juli
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3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kapuas Hulu 

Tahun Anggaran 2026. 

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 

Anggaran 2023 meliputi :  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 

2025; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2025; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031; 

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu Tahun 2021-2026; 

15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2025 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

Tahun 2026. 
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BAB II  

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan 

daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, di 

mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta. Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan 

memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik 

melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi 

penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan 

daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan 

memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan 

melalui pemilihan program-program prioritas guna mewujudkan 

pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. 

Meskipun demikian, kebijakan yang dirumuskan harus melihat 

berbagai aspek dan bidang urusan pembangunan, seperti ekonomi, 

sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar 

regional maupun internasional. Pola kemitraan tersebut menciptakan 

lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan 

berpedoman pada kondisi ekonomi kabupaten kapuas hulu, provinsi 

dan nasional serta tetap memerhatikan dinamika dari perekonomian 

global.  

Guna melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis 

ekonomi, terutama ekonomi makro, diperlukan sebagai bahan masukan 

dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. 

Analisis ekonomi dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah 

dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan 
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mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan 

target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya 

terlaksana. Analisis kinerja ekonomi makro memperlihatkan 

optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu sehingga 

hasil analisis ini sangat penting dalam perumusan budget policy. 

Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan 

permasalahan yang dihadapi daerah saat ini, sebagai data dalam 

menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi 

daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode 

berikutnya. 

Arah Kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk 

mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung 

untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang 

akan dilaksanakan pada Tahun 2026, serta yang bersumber dari 

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas 

Hulu Tahun 2026 mengusung tema “Akselerasi Pembangunan 

Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan 

Dasar”. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami 

penurunan pada tahun 2018, 2019 hingga pada tahun 2020 

pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi pertumbuhan ekonomi 

negatif sebesar -2,43% yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19, namun 

pada tahun 2021 terjadi reflection yaitu mengalami peningkatan menjadi 

4,43% dan di tahun 2022 menjadi 4,51% atau mengalami kenaikan 

sebesar 0,08%, sedangkan di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan 

sebesar 0,11%, dan di tahun 2024 tercatat pertumbuhan ekonomi 

menjadi 4,75% atau adanya kenaikan sebesar 0,13% dari tahun 

sebelumnya. 

 Untuk ilustrasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu 

dari Tahun 2017 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut ini. 
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Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2024  

 
Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025. 

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan 

penjabaran tahun Kelima dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

2021 – 2026. Dengan demikian, sasaran RPJMD untuk target 

pencapaian tahun 2026 menjadi rujukan penting sebagai indikasi 

kinerja yang harus dicapai dalam RKPD tahun 2026, sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat yang Aman. 

a. Meningkatkan kondusivitas wilayah dengan program prioritas 

program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat 

b. Meningkatnya nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah dengan 

program prioritas: 

▪ Program peningkatan kententraman dan ketertiban umum 

▪ Program penguatan ideologi pancasila dan karakter 

kebangsaan 

▪ Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan 

peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 

▪ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan 

Etika Serta Budaya Politik 

c. Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana 
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▪ Program penanggulangan bencana 

▪ Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan 

kebakaran dan non kebakaran. 

2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan 

dan ekonomi kerakyatan 

a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor 

pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan 

pariwisata, dengan program prioritas: 

▪ Program Perekonomian Dan Pembangunan 

▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

▪ Program Pengendalia N Kesehatan Hewan Dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

▪ Program Pengendalia N Dan Penanggula Ngan Bencana 

Pertanian 

▪ Program Perizinan Usaha Pertanian 

▪ Program Penyuluhan Pertanian 

▪ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

▪ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

▪ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 

▪ Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

▪ Program Perencanaan Dan Pembanguna N Industri 

▪ Program Pengendalia N Izin Usaha Industri 

▪ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 

▪ Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 

▪ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

▪ Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi 

▪ Program Pemberdayaa N Usaha Menengah, Usaha Kecil,Dan 

Usaha Mikro (Umkm) 

▪ Program Pengembang An Umkm 

▪ Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan  

▪ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdaganga N  
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▪ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan 

Barang Penting  

▪ Program Pengembang An Ekspor  

▪ Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 

b. Menurunnya angka kemiskinan, dengan program prioritas: 

▪ Program Pengelolaan Perbatasan Negara  

▪ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  

▪ Program Pemasaran Pariwisata  

▪ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui 

Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  

▪ Program Pengembang An Sumber Daya Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif  

▪ Program Pemberdayaan Sosial  

▪ Program Rehabilitasi Sosial  

▪ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  

▪ Program Penanganan Bencana  

▪ Program Pengendalian Penduduk  

▪ Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)  

▪ Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

(KS)  

▪ Program Penataan Desa  

▪ Program Peningkatan Kerja Sama Desa  

▪ Program Administrasi Pemerintahan Desa  

▪ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 

c. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur, dengan program 

prioritas: 

▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)  

▪ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum  

▪ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah  

▪ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase  

▪ Program Penataan Bangunan Gedung  
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▪ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya  

▪ Program Penyelenggaraan Jalan  

▪ Program Pengembangan Jasa Konstruksi  

▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Perumahan  

▪ Program Kawasan Permukiman  

▪ Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh  

▪ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 

(Psu)  

▪ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  

▪ Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan  

▪ Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian  

▪ Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee  

▪ Program Penetapan Tanah Ulayat  

▪ Program Penatagunaan Tanah  

▪ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

(LLAJ)  

▪ Program Pengelolaan Pelayaran 

d. Meningkatnya investasi daerah, dengan program prioritas: 

▪ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  

▪ Program Promosi Penanaman Modal  

▪ Program Pelayanan Penanaman Modal  

▪ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  

▪ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal 

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 

a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan program 

prioritas: 

▪ Program Perencanaan Lingkungan Hidup  

▪ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup  

▪ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  
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▪ Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun(B3) 

Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)  

▪ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Pplh)  

▪ Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum 

Adat(Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan 

Pplh  

▪ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  

▪ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  

▪ Program Pengelolaan Persampahan 

4. Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang sehat, terdidik, 

berdaya saing, dan setara secara gender 

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan program 

prioritas: 

▪ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat  

▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan  

▪ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 

Minuman  

▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  

▪ Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan  

▪ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  

b. Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar, 

dengan program prioritas: 

▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk 

Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan  

▪ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat  

▪ Program Pengawasan Keamanan Pangan  
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▪ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 

c. Meningkatnya kualitas pendidikan dengan program prioritas: 

▪ Program Pengelolaan Pendidikan  

▪ Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program 

Pengembangan Kurikulum  

▪ Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  

▪ Program Pembinaan Perpustakaan 

d. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan program 

prioritas: 

▪ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,Dan 

Usaha Mikro (Umkm)  

▪ Program Pengembangan Umkm  

▪ Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi  

▪ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 

e. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, 

dan perlindungan dengan program prioritas: 

▪ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan  

▪ Program Perlindungan Perempuan  

▪ Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  

▪ Program Perlindungan Khusus Anak 

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan 

Daya Saing daerah 

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, dengan program prioritas: 

▪ Program Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah  

▪ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah  

▪ Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah  

▪ Program Riset Dan Inovasi Daerah  
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▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

▪ Program Penyelenggaraan Pengawasan  

▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

▪ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan 

Publik  

▪ Program Pemberdayaa N Masyarakat Desa Dan Kelurahan  

▪ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

b. Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik yang efektif, informatif dan kolaboratif, dengan 

program prioritas: 

▪ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  

▪ Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi  

▪ Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik  

▪ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, 

dan berintegritas, dengan program prioritas: 

▪ Program Kepegawaian Daerah  

▪ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  

▪ Program Penyelenggaraan Pengawasan  

▪ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan 

Asistensi  

▪ Program Pengelolaan Keuangan Daerah  

▪ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  

▪ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  

▪ Program Pengelolaan Arsip  

▪ Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip  

▪ Program Perizinan Penggunaan Arsip 

d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan 

program prioritas: 

▪ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd  
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▪ Program Pendaftaran Penduduk  

▪ Program Pencatatan Sipil  

▪ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  

▪ Program Pengelolaan Profil Kependudukan  

▪ Program Pelayanan Penanaman Modal  

▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

6. Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitasd di Kapuas Hulu 

a. Menurunnya Angka Pengangguran terbuka, dengan program 

prioritas: 

▪ Program Perencanaan Tenaga Kerja 

▪ Program P{elatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

▪ Program penempatan Tenaga Kerja 

▪ Program Hubungan Industrial 

▪ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam 

menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah (PDRB), struktur 

perekonomian wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, hingga pendapatan 

regional. Indikator-indikator tersebut akan menjadi salah satu dasar 

utama bagi penentuan kebijakan ekonomi daerah dan juga menjadi 

dasar dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan lainnya. 

indikator tersebut yaitu: 

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto sebagai 

salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen 

ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas kondisi makro ekonomi 

suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income per 

kapita dan berbagai instrumen ekonomi lainnya. PDRB 

merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya 

berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di 

suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa 
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memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut 

atau bukan. Relevansi data-data tersebut akan sangat membantu 

pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi 

perekonomian daerah sehingga pembangunan tidak salah arah. 

Angka PDRB sangat diperlukan karena selain dapat dipakai 

sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan juga 

merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan 

yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, 

semakin tinggi pula hasil atau kinerja proses pembangunan di 

wilayah tersebut, karena PDRB pada tingkat regional (kabupaten) 

menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan 

nilai tambah pada suatu waktu tertentu.  

PDRB menggunakan 2 Pendekatan yaitu berdasarkan 

lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua hal tersebut menyajikan 

komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber 

kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen 

penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan 

penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu 

diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas 

produksinya. Sedangkan  dari sisi pengeluaran menjelaskan 

tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.  

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan 

klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. 

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah 

dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan 

Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 

Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa 

Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; 
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Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 

Jasa lainnya. 

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan 

klasifikasi, yaitu pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang 

melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk 

bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi 

komponen terpisah, sehingga klasifikasi PDRB menurut 

pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen, yaitu komponen 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi 

LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal 

tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan 

impor barang dan jasa. 

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB 

atas dasar harga konstan. Hal tersebut diperoleh dengan cara 

mengurangi nilai PDRB pada tahun-n terhadap nilai pada tahun 

ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-

1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan 

perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu 

terhadap waktu sebelumnya.  

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat 

turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas 

dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut 

harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan 

menggunakan harga pada tahun berjalan. Harga berlaku adalah 

penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang 

dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang 

berjalan, selain itu juga harga berlaku dapat digunakan untuk 

mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan 

struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan harga konstan adalah 

penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang 
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dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu 

tahun dasar, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010 sebagai 

dasar penilaian. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya 

diperlukan untuk mengeluarkan nominal pengaruh inflasi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Kapuas Hulu periode Tahun 2025 menunjukkan 

bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut 

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 

2010  

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2019 – 2024 (Persen) 

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Ketapang 6,58 -0,49 5,23 5,45 1,10 4,89 

2 Kubu Raya 5,68 -2,39 5,18 5,48 4,98 4,99 

3 Landak 4,88 -0,71 4,89 4,65 4,39 4,54 

4 Kota Pontianak 4,02 -3,96 4,60 4,98 4,76 5,03 

5 Kayong Utara 4,97 -0,76 4,59 5,03 4,48 4,52 

6 Melawi 4,41 -1,11 4,54 4,90 4,56 4,76 

7 Kapuas 

Hulu 
3,80 -2,43 4,43 4,51 4,62 4,75 

8 Kota 
Singkawang 

4,75 -2,04 4,39 5,05 5,06 5,06 

9 Sambas 4,75 -2,04 4,39 4,64 4,69 4,74 

10 Bengkayang 5,14 -1,99 4,33 5,45 4,68 4,75 

11 Sekadau 5,44 -0,98 4,31 5,10 4,69 4,86 

12 Sanggau 3,73 0,71 4,19 4,61 2,04 4,14 

13 Mempawah 5,78 0,18 4,10 4,70 5,09 6,62 

14 Sintang 4,99 -2,19 3,80 4,96 4,68 4,89 

Provinsi Kalimantan 
Barat 

5,09 -1,82 4,80 5,07 4,46 4,90 
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Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025 

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 
menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 (%) 
 

 
Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025 

Dari data yang tersaji pada ilustrasi di atas, menunjukkan 

bahwa Kabupaten Kapuas Hulu berada di urutan ke 9 (sembilan) 

Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat. Jika dibandingkan 

lagi dengan Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung, 

Kabupaten Kapuas Hulu laju pertumbuhannya masih di bawah 

Kabupaten Sintang, dengan selisih sebesar 0,14 persen. Tetapi 

perbandingan tersebut di tidak dapat dijadikan patokan utama, 

karena jika dilihat dari jumlah penduduk dan pertumbuhan 

ekonomi antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu 

tidak sebanding atau setara. 
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a. PDRB menurut Lapangan Usaha 

PDRB Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 

2024 mencapai 14,34 triliun rupiah dengan kontribusi 

terbesar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

3,25 triliun rupiah (22,69%); sektor konstruksi 3,20 triliun 

rupiah (22,28%); dan sektor perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor 1,71 triliun (11,95%). Jika 

dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir, tampak 

bahwa sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan dapat dikatakan sebagai sektor utama. Ilustrasi 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. : 

Gambar 2.3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut 

Lapangan Usaha  
Tahun 2018 – 2024 

(miliar rupiah) 

 
Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025 

Tabel 2.2. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut 

Lapangan Usaha  

di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024 (persen) 

Lapangan Usaha/ 

Industry 

2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Pertanian, 
Kehutanan, 
dan Perikanan  

23,03 22,90 22,76 21,81 22,69 

B Pertambangan 
dan 
Penggalian 

8,02 7,86 7,55 7,08 7,12 

C Industri 
Pengolahan 11,26 11,45 11,57 10,78 10,45 

9.427,19 
10.205,70 10.273,88 

11.071,94 
12.187,10 

13.144,36 
14.341,78 

 -

 2.000,00

 4.000,00

 6.000,00

 8.000,00

 10.000,00

 12.000,00

 14.000,00

 16.000,00

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4
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Lapangan Usaha/ 

Industry 
2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

D Pengadaan 
Listrik dan 
Gas 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Pengadaan 
Air; 
Pengelolaan 
Sampah, 
Limbah, dan 
Daur Ulang 

0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 

F Konstruksi 22,35 23,38 22,92 22,99 22,28 

G Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; 
Reparasi 
Mobil dan 
Sepeda Motor 

10,37 10,11 11,01 11,83 11,95 

H Transportasi 
dan 
Pergudangan 

1,53 1,34 1,70 1,90 1,90 

I Penyediaan 
Akomodasi 
dan Makan 
Minum 

1,68 1,71 1,79 1,91 1,90 

J Informasi dan 
Komunikasi 3,98 3,96 3,88 3,97 3,95 

K Jasa 
Keuangan dan 
Asuransi 

1,46 1,41 1,40 1,41 1,35 

L Real Estat 2,39 2,24 2,10 2,21 2,24 

M,N Jasa 
Perusahaan 0,46 0,43 0,46 0,51 0,50 

O Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan, 
dan Jaminan 
Sosial Wajib 

7,765 7,27 6,87 7,11 7,19 

P Jasa 
Pendidikan 3,13 3,06 3,04 3,09 3,12 

Q Jasa 
Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 

1,83 2,20 2,22 2,58 2,54 

R,S,T,U Jasa Lainnya 0,66 0,58 0,64 0,71 0,71 

Produk Domestik 
Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025 
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Jika dilihat dari Tabel 2.2. di atas, maka dapat diketahui 

bahwa lapangan usaha industri konstruksi berkontribusi 

besar yaitu sebanyak 22,28 persen. Sedangkan kontribusi 

terkecil pada lapangan usaha jasa lainnya yaitu sebesar 0,71 

persen. Untuk perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 

2010 dapat dilihat pada tabel 2.3. sebagai berikut: 

Tabel 2.3. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010  

menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu  

Tahun 2020 – 2024 

(miliar rupiah) 
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Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025 

b. PDRB menurut Pengeluaran 

PDRB menurut pengeluaran untuk Kabupaten Kapuas 

Hulu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 atas dasar 

harga berlaku dan harga konstan disajikan pada 2 (dua) tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2.4. PDRB atas Dasar Harga Berlaku  

menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kapuas Hulu  

Tahun 2020 – 2024 

(miliar rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025  

Tabel 2.5. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010  

menurut Pengeluaran di Kabupaten Kapuas Hulu  

Tahun 2020 – 2024 (miliar rupiah) 
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Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2025 

2.1.2. Inflasi 

a. Definisi Inflasi 

Menurut bank Indonesia (2025), inflasi dapat 

diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa 

secara umum dan terjadi secara terus menerus dalam 

jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi kenaikan harga 

dari satu atau dua barang saja tidak dapat digolongkan 

atau disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut 

terjadi secara meluas atau kenaikan yang berimplikasi 

terhadap naiknya harga barang lainnya atau sering 

disebut dengan efek domino. 

b. Pengukuran IHK 

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks 

yang mengukur harga rerata dari barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK sering digunakan 

untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara atau 

daerah serta sebagai pertimbangan untuk penyesuaian 

gaji, upah, dan kontrak lainnya. IHK mengukur rerata 

perubahan harga dari waktu ke waktu saat konsumen 

membayar barang dan jasa, yang mahfum dikenal 

sebagai inflasi. Pada dasarnya, IHK mencoba untuk 

mengukur tingkat harga agregat dalam suatu 

perekonomian baik itu negara atau daerah.  
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IHK adalah ukuran inflasi yang paling banyak 

digunakan dan, dengan proksi, efektivitas kebijakan 

ekenomi pemerintah. IHK dapat memberikan gambaran 

kepada pemerintah, bisnis, dan warga negara tentang 

perubahan harga dalam ekonomi, serta dapat dijadikan 

panduan untuk membuat kebijakan serta keputusan 

yang berhubungan dengan ekonomi. IHK dan komponen 

penyusunnya dapat digunakan sebagai deflator untuk 

indikator ekenomi lainnya, termasuk penjualan eceran. 

Selain itu juga, IHK dapat digunakan untuk menilai 

dolar konsumen yang berfungsi untuk menemukan daya 

beli. Umumnya, daya beli dolar akan menurun saat 

tingkat dari harga agregat meningkat dan berlaku 

sebaliknya. 

Di Indonesia badan yang bertugas untuk 

menghitung IHK adalah Badan Pusat Statistik (BPS). 

Penghitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan 

harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah 

jumlah berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka 

tunggal yang mengukur nilai produksi, IHK mengubah 

berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks 

tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Badan 

Pusat Statistik menimbang jenis-jenis produk berbeda 

dengan menghitung harga sekelompok barang dan jasa 

yang dibeli oleh konsumen tertentu. IHK adalah harga 

sekelompok barang dan jasa relatif terhadap harga 

sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun 

dasar. Pada kenyataannya tidak semua barang yang 

dapat digunakan dalam perhitungan Indeks Harga 

Konsumen. Beberapa barang yang biasa masuk dalam 

perhitungan seperti barang dan jasa yang dikonsumsi 

oleh pekerja profesional, pekerja mandiri, warga kurang 
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mampu, pengangguran hingga pensiunan (Warta 

Ekonomi, 2022). 

Berdasarkan the Classification of Individual 

Consumption by Purpose (COICOP), Indeks Harga 

Konsumen (IHK) dikelompokkan ke dalam tujuh 

kelompok pengeluaran yaitu: 

1. Bahan Makanan. 

2. Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau. 

3. Perumahan. 

4. Sandang. 

5. Kesehatan. 

6. Pendidikan dan Olahraga. 

7. Transportasi dan Komunikasi 

c. Disagregasi Inflasi 

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP 

tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi 

berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan 

disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk 

menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan 

pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. 

Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut 

dikelompokan menjadi: 

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung 

menetap atau persisten (persistent component) di 

dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor 

fundamental, seperti: 

▪ Interaksi permintaan-penawaran. 

▪ Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga 

komoditi internasional, inflasi mitra dagang. 

▪ Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. 
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2. Inflasi non-Inti, yaitu komponen inflasi yang 

cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi 

oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi 

non-inti terdiri dari: 

▪ Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food): 

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks 

(kejutan) dalam kelompok bahan makanan 

seperti panen, gangguan alam, atau faktor 

perkembangan harga komoditas pangan 

domestik maupun perkembangan harga 

komoditas pangan internasional. 

▪ Inflasi Komponen Harga yang diatur oleh 

Pemerintah (Administered Prices): Inflasi yang 

dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) 

berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti 

harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif 

angkutan, dll. 

d. Pengendalian Inflasi 

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga 

dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut 

maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan 

kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank 

Indonesia melalui kebijakan makro ekonomi yang 

terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun 

sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang 

cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (shocks) dari 

sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan 

khusus untuk permasalahan tersebut. 

Dalam tataran teknis, koordinasi antara 

Pemerintah dan Bank Indonesia telah diwujudkan 

dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, 
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Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat 

pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank 

Indonesia dan kementerian teknis terkait di Pemerintah 

seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara, Sekretaris kabinet, dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak 

tahun 2008, pembentukan TPI diperluas hingga ke level 

daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI 

diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan 

forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat 

terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara 

pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 

dan berkelanjutan. 

e. Inflasi dan Perkembangan IHK per Mei 2025 

Perkembangan harga berbagai komoditas pada 

Mei 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. 

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi 

Kalimantan Barat di 5 kabupaten/kota, pada Mei 2025 

terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,59 persen, atau terjadi 

kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,74 

pada Mei 2024 menjadi 107,37 pada Mei 2025. Tingkat 

deflasi m-to-m sebesar 0,45 persen dan tingkat inflasi y-

to-d sebesar 0,51 persen. 
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Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan 

harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks 

kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, 

minuman dan tembakau sebesar 0,06 persen; kelompok 

pakaian dan alas kaki sebesar 1,71 persen; kelompok 

perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 

sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, 

dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 

persen; kelompok kesehatan sebesar 0,96 persen; 

kelompok transportasi sebesar 0,32 persen; kelompok 

rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,80 persen; 

kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen; kelompok 

penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 

0,99 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa 

lainnya sebesar 3,72 persen. Sementara itu, satu 

kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks 

yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa 

keuangan turun sebesar 0,70 persen. 

Komoditas yang dominan memberikan 

andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2025, antara 

lain: emas perhiasan, minyak goreng, ikan kembung, 

kopi bubuk, ikan baung, cumi-cumi, udang basah, 

mobil, sigaret kretek mesin (SKM), dan daging babi. 

Sedangkan komoditas yang memberikan 

andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: daging 

ayam ras, sawi hijau, beras, tomat, bawang merah, 

angkutan udara, kangkung, ikan tenggiri, bayam, dan 

telepon seluler. 

Sementara komoditas yang dominan memberikan 

andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Mei 2025, antara 

lain: cabai rawit, angkutan udara, cabai merah, sawi 

hijau, bayam, bawang putih, bawang merah, kentang, 

ikan tenggiri, dan kangkung. Sedangkan komoditas yang 
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memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara 

lain: daging ayam ras, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, 

ikan kembung, tarif pulsa ponsel, ketimun, ikan baung, 

dan sigaret kretek mesin (SKM). 

Pada Mei 2025, sepuluh kelompok pengeluaran 

memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: 

kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 

0,02 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 

0,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan 

bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen; 

kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan 

rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok 

kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi 

sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan 

budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan 

sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan 

dan minuman/restoran sebesar 0,08 persen; dan 

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 

0,24 persen.  

Sementara itu, satu kelompok pengeluaran 

memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu 

kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 

sebesar 0,04 persen. 

Tabel 2.6. IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date 
(y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat Menurut 

Kelompok Pengeluaran (2022=100), Mei 2025. 
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Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 32/06/61/Th. XXVIII, 2 Juni 2025 

2.1.3. Investasi 

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi secara 

keseluruhan, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam 

upaya perbaikan iklim berusaha agar mendorong peningkatan 

investasi. Namun demikian, sebagai salah satu tujuan investasi, 

stabilitas makro ekonomi nasional maupun domestik terus 

diupayakan stabil agar dapat memberikan sentimen positif kepada 

para investor.  

Iklim investasi di daerah merujuk pada kondisi 

perekonomian, perpolitikan, serta tingkat sosial dimasyarakat 

yang dapat mempengaruhi secara langsung keputusan investor 

untuk berinvestasi di suatu daerah. Selain itu, faktor faktor lain 

yang mempengaruhi antara lain, kebijakan pemerintah, 

infrastruktur yang tersedia, serta penerimaan di tataran 

masyarakat lokal.  
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Berdasarkan data realisasi investasi yang diperoleh dari 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kapuas Hulu, untuk jumlah keseluruhan realisasi 

nilai investasi Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan April 2025 

sebesar Rp6.635.880.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan 

target sampai dengan tahun 2025 sebesar 

Rp3.228.900.000.000,00. Capaian tertinggi realisasi Investasi, 

terjadi pada tahun 2022. Tingginya realisasi investasi pada tahun 

2022 di tengah kondisi perekonomian dengan risiko 

ketidakpastian yang tinggi tentunya dipengaruhi oleh adanya 

dukungan yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu sehingga masih 

menjadi daya tarik bagi para investor. Untuk selengkapnya terkait 

realisasi investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 2.7. Nilai Investasi PMA dan PMDN Kab. Kapuas Hulu 

Tahun 2018 – Tahun 2025 

TAHUN 
TARGET 

(Rp.) 

REALISASI 

(Rp.) 

% 

CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) 

2018 173.000.000.000,00 863.000.000.000,00 498,84 

2019 226.000.000.000,00 607.500.000.000,00 268,81 

2020 299.000.000.000,00 546.570.000.000,00 182,80 

2021 398.000.000.000,00 694.400.000.000,00 174,47 

2022 547.290.000.000,00 2.974.390.000.000,00 543,48 

2023 569.180.000.000,00 587.320.000.000,00 69,66 

2024*) 591.950.000.000,00 362.700.000.000,00 0,61 

2025 424.480.000.000,00 - - 

Rerata 403.610.000.000,00 829.480.000.000,00 2,29 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kapuas Hulu 

*) Perhitungan Sementara sampai dengan Triwulan II 2025 
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Berdasarkan data yang disajikan bahwa rerata per tahun untuk 

Target sebesar Rp403,63 Miliar dengan rerata realisasi yang 

dihasilkan sebesar Rp829,48 Miliar dengan capaian 2,29%. Jika 

dilihat perbandingan antara Target RPJMD dengan realisasi, maka 

capaian selalu berada tumbuh diangka positif, artinya bahwa 

iklim penanaman modal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 

dalam kondisi yang kondusif. Dimana kondisi ini diharapkan 

dapat memicu pengusaha atau individu serta pemerintah daerah 

lainnya untuk melakukan investasi, sehingga akan ada sejumlah 

modal yang ditanam, dan sejumlah pembelian barang modal (yang 

tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi dan 

menghasilkan barang dan jasa. 
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2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Arah 

kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka 

penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk 

memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari 

pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, 

pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah 

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan 

daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan 

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat 

tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu 

dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan 

suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa 

dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola 

dengan manajemen yang baik pula.  



  K e b i j a k a n  U m u m  A P B D  T A . 2 0 2 6  | 39 
 

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan 

Fiskal Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan 

Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum 

Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan 

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 

satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan 

Daerah dikelompokkan atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

2. Pendapatan Transfer;  

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan 

meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak 

melalui pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi intensif dengan 
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Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana 

Alokas Khusus. Dari sisi belanja, dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur tentang DAU yang telah ditentukan 

penggunaannya (Specific Grant) yaitu untuk Pendanaan Kelurahan, 

Penggajian PPPK, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang 

Pekerjaan Umum, maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan 

ekonomi masyarakat serta reformasi pada bidang pendidikan, 

Kesehatan, infrastruktur, ketentraman dan ketertiban masyarakat, 

serta sosial.  

Berdasarkan strategi kebijakan untuk Akselerasi pertumbuhan 

ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Kapuas Hulu, maka asumsi yang akan digunakan dalam penyusunan 

kebijakan keuangan daerah sebagai berikut : 

1. Total Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebesar 

Rp1.727.303.984.000,00 

2. Total Belanja Daerah Tahun 2026 sebesar Rp1.727.303.984.000,00 

3. Total Pembiayaan Netto Tahun 2026 sebesar Rp0,00 

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas 

Hulu menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut: 

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; 

2. Anggaran belanja diprioritaskan pencapaian Pembangunan 

sebagaimana diarahkan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu 2026; 

3. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan untuk  

penanganan kegiatan secara parsial, maka akan dilakukan 

refocusing anggaran, sedangkan belanja produktif pada sektor 

infrastruktur akan kembali disesuaikan dengan prioritas 

pembangunan; 

4. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan 

mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2026 dan 

Prioritas Pembangunan Tahun 2026. 
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BAB III  

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN 

Perekonomian global diproyeksikan masih bergejolak dengan 

tingkat ketidakpastian tinggi. Eskalasi perang tarif dan meluasnya 

konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi 

menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Meningkatnya 

ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan 

mendorong ekonomi biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok 

global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, 

khususnya ekspor dan impor. Di tengah ketidakpastian global, 

perekonomian Indonesia masih terjaga sepanjang periode 2022-2024. 

Pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 persen dengan inflasi terkendali 

pada periode tersebut. Tahun 2025, di tengah ketidakpastian global 

yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi pada semester I dapat 

dijaga sebesar 4,99 persen (yoy), salah satu tertinggi di antara negara-

negara G20. Inflasi pada bulan Juli 2025 relatif terkendali sebesar 2,37 

persen (yoy), sehingga menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang 

merupakan kontributor signifikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 

Pemerintah juga berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 

10,14 persen tahun 2021 menjadi 8,47 persen tahun 2025, bahkan 

kemiskinan ekstrim dapat di turunkan dari 2,14 persen menjadi 0,85 

persen dalam periode yang sama. Tingkat ketimpangan juga berkurang 

dari 0,384 pada tahun 2021 menjadi 0,375 pada tahun 2025. 

Pemerintah juga terus memperbaiki upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan menggunakan indikator yang lebih mencerminkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam tahun 2026, Pemerintah menggunakan Indeks Modal 

Manusia sebagai target dalam mengukur secara komprehensif 
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kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia dengan target 

sebesar 0,56. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran 

strategis dalam memengaruhi perekonomian. Besaran APBN dapat 

berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil 

(permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca 

pembayaran). Dalam RAPBN 2026, dampak APBN terhadap sektor-

sektor ekonomi di evaluasi dalam tiga tahun terakhir untuk mendapat 

gambaran bagaimana APBN memberi manfaat dan dinikmati seluruh 

masyarakat Indonesia. Evaluasi terhadap dampak tersebut juga dapat 

memberi gambaran berapa potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat 

dicapai di tahun 2026 yang memengaruhi penyusunan target asumsi 

dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam RAPBN 2026. 

Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh 

positif. Tren pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 

2025. Pemulihan ekonomi global yang terjadi juga mendorong perbaikan 

ekonomi domestik dari sisi investasi dan perdagangan. Dengan 

mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat 

mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2026 

sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana 

terangkum dalam Tabel 3.1, di bawah ini : 

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2026 

Indikator RAPBN 2026 

Pertumbuhan Ekonomi 5,2% – 5,8% 

Inflasi 1,5% – 3,5% (2,5±1%) 

Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,60% – 7,20% 

Nilai Tukar Rupiah 16.500 – 16.900 

Harga Minyak Mentah Indonesia $60 – $80/barel 

Lifting Minyak Bumi 605.000 – 620.000 barel/hari 

Lifting Gas Bumi 953.000 – 1.017.000 barel/hari 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 

https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2025/07/24/4543-asumsi-dasar-ekonomi-

makro-rapbn-2026-disepakati-pada-sidang-paripuna 

Pemerintah mendesain RAPBN tahun anggaran 2026 untuk 

mewujudkan delapan agenda pembangunan (Asta Cita) melalui berbagai 

kebijakan fiskal menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. 
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Dengan mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, 

strategi kebijakan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 ditempuh 

melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, yaitu: 

a) Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan, dengan anggaran yang 

direncanakan sebesar Rp164,4 triliun akan diarahkan antara 

lain untuk: (1) mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui 

ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem 

pertanian/ perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta 

pembangunan pergaraman nasional; (2) menjaga stabilitas harga 

pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan 

cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang 

efektif; dan (3) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan, antara 

lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta 

akses permodalan dan perlindungan usaha. 

b) Prioritas bidang ketahanan energi, dengan arah kebijakan dalam 

mencapai prioritas tersebut antara lain untuk: (1) 

peningkatan lifting migas; (2) program energi hijau melalui antara 

lain Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan dalam 

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Pengembangan 

Program Biodiesel dalam rangka Mendukung Energi Hijau; dan 

(3) Subsidi Energi dan Kompensasi Lebih Tepat Sasaran. 

c) Makan bergizi gratis, untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat 

yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga 

usia sekolah. Makanan yang disajikan dalam program ini dirancang 

sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima 

manfaat serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari 

sumber pangan lokal. dengan tetap menjamin kecukupan 

kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan 

keterjangkauan makanan. 

d) Prioritas bidang pendidikan, dengan anggaran yang direncanakan 

sebesar Rp757,8 triliun, dan diarahkan antara lain untuk: (1) 

peningkatan akses Pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat 
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antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah 

unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan 

sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah 

serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) 

peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis 

(MBG); (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja 

(link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan 

SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara 

bertahap, selektif, dan afirmatif. 

e) Prioritas bidang kesehatan, dengan anggaran yang direncanakan 

sebesar Rp244,0 triliun akan diarahkan antara lain untuk: (1) 

meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang 

kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan; (2) 

peningkatan cakupan CKG;(3) percepatan penuntasan tuberkulosis; 

(4) peningkatan kuantitas dan kualitas FKTP dan revitalisasi rumah 

sakit lengkap berkualitas di daerah; (5) pemberian beasiswa serta 

perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga 

kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan 

prevalensi stunting. 

f) Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dengan arah kebijakan 

pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan 

produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor 

produksi; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM; 

(3) penguatan sistem pengawasan; (4) perluasan akses terhadap 

perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan 

digitalisasi koperasi dan UMKM; (5) mendorong peningkatan mutu 

produk; (6) penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif; (7) 

inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan 

pendampingan berkelanjutan; (8) pemutakhiran regulasi yang 

mendukung iklim usaha; dan (9) integrasi dan pembaruan Basis 

Data Tunggal UMKM 
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g) Pertahanan semesta, tahun 2026 direncanakan antara lain 

untuk: (1) Bidang Pertahanan, antara lain (a) pengadaan/harwat 

alutsista strategis; (b) pengadaan/harwat/peningkatan non-

alutsista; (c) pembangunan/pengadaan sarana prasarana 

pertahanan dan keamanan; dan (d) penguatan kapasitas industri 

pertahanan; dan (e) penguatan komponen utama, cadangan dan 

pendukung termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah 

Militer (Kodam). (2) Bidang Ketertiban dan Keamanan, antara lain 

melalui: (a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan; (b) 

sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; 

(c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan (d) 

peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam 

rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional. Dan (3) 

Bidang Hukum, antara lain melalui: (a) pencegahan pelanggaran 

hukum dan penanganan kriminalitas; (b) penindakan pidana 

narkotika dan obat terlarang; dan (c) penindakan tindak korupsi dan 

pencucian uang. 

h) Percepatan investasi dan perdagangan global, kebijakan percepatan 

investasi dan perdagangan global saat ini telah memandatkan bahwa 

Danantara menjadi driver pendorong investasi produktif dengan 

terus memperkuat peran Indonesia dalam global value chain. 

Kebijakan ini juga didukung dengan peningkatan peran K/L 

strategis untuk mendorong penguatan kebijakan tersebut. 

i) Prioritas perlindungan sosial, dengan anggaran yang direncanakan 

sebesar Rp508,2 triliun akan dimanfaatkan antara lain untuk: (1) 

meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN; (2) 

penyaluran bansos yang terintegrasi serta sinergi dengan program 

pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses 

permodalan, pelatihan, pendampingan usaha dan kemitraan; serta 

(4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif. 

j) Prioritas swasembada air, dengan kebijakan yang 

diarahkan diarahkan untuk meningkatkan akses air minum rumah 

tangga yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas 
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air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, 

regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat. TKD juga turut 

mendukung swasembada air melalui DAK Fisik bidang air minum 

yang dimanfaatkan antara lain untuk perluasan, peningkatan, dan 

pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan. 

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2026. Bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:  

a. Pendapatan Daerah, terdiri atas: 

▪ Pendapatan Asli Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah); 

▪ Pendapatan Transfer, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan 

transfer antar-daerah; dan  

▪ Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi hibah, dana 

darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Belanja Daerah, terdiri dari: 

▪ Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja 

bantuan sosial.  

▪ Belanja Modal, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan 

mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan 

jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya; 

▪ Belanja Tidak Terduga; dan 

▪ Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan 

keuangan. 

c. Pembiayaan Daerah, terdiri dari: 

▪ Penerimaan Pembiayaan; dan 
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▪ Pengeluaran Pembiayaan. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 

 

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan 

untuk Tahun Anggaran 2026. 

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dokumen 

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu 

pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah serta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang 

memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara 

transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 

Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan 

terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; 

Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang 

dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, 



  K e b i j a k a n  U m u m  A P B D  T A . 2 0 2 6  | 49 
 

yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan 

Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam 

rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan 

umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk 

peningkatan kapasitas fiskal daerah.  

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan 

efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-

sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi 

daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan dari 

masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan 

kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD 

sebagai sumber pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 

memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan 

Daerah terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

2. Pendapatan Transfer; dan 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu 

pada Tahun 2025 pada Bab sebelumnya dan melihat  pendapatan 

daerah dalam 5 tahun terakhir, diharapkan Pendapatan daerah dapat 
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lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa 

upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya, maka kebijakan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 sebagai 

berikut: 

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 

2026 

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah;  

b. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi 

daerah; 

c. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah, meliputi: 

▪ Pajak Restoran; 

▪ Pajak Hotel; 

▪ Pajak Hiburan; 

▪ Pajak Reklame; 

▪ Pajak Penerangan Jalan; 
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▪ Pajak Parkir 

▪ Pajak Air Tanah 

▪ Pajak Sarang Burung Walet; 

▪ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

▪ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan 

(BPHTB); dan 

▪ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah 

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan 

retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan 

asumsi makro seperti pertumbuhan rasio 

perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan 

tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat 

mempengaruhi target pendapatan pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan 

retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan 

kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besaran pajak atau retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis 

teknologi. 

f. Dalam rangka mendukung program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah 

menggunakan pendapatan yang bersumber dari 

Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 

dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan 

pajak rokok bagian hak masing - masing Daerah 

untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan 

Nasional. 
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g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari 

Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan 

untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa hasil 

penerimaan pajak penerangan jalan sebagian 

dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. 

h. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan 

yang berkaitan langsung dengan peningkatan 

pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan 

masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan. 

i. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif 

berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi 

dan UMKM untuk mendukung pengembangan 

usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. 

j. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan 

atau yang disebut nama lainnya yang 

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan 

Pungutan: 

▪ Menyebabkan ekonomi biaya tinggi; 

▪ Menghambat mobilitas penduduk; 

▪ Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan 

▪ Kegiatan Ekspor/Impor yang merupakan 

program strategis nasional. 

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 

2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang 
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dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial 

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu 

tertentu, meliputi: 

▪ Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka 

waktu tertentu berupa deviden, bunga dan 

pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang 

mendapatkan investasi pemerintah daerah; 

▪ Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi 

hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka 

waktu tertentu; 

▪ Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka 

waktu tertentu sebagai akibat langsung dari 

investasi yang bersangkutan; 

▪ Peningkatan penyerapan tenaga keija sejumlah 

tertentu daiam jangka waktu tertentu sebagai 

akibat langsung dari investasi yang 

bersangkutan; dan/atau 

▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai 

akibat dari investasi pemerintah daerah; 

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

b. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun 

Anggaran2025. 

 

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan 

daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian 

objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas: 

▪ Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak 

dipisahkan; 

▪ Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang 

tidak dipisahkan; 

▪ Hasil kerja sama daerah; 

▪ Jasa giro; 

▪ Hasil pengelolaan dana bergulir; 

▪ Pendapatan bunga; 

▪ Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian 

Keuangan Daerah; 

▪ Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain 

sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, 

hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang 

dan jasa termasuk penerimaan atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan 

uang pada bank, penerimaan dari hasil 

pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan 

lainnya merupakanPendapatan Daerah; 

▪ Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing; 

▪ Pendapatan denda atas keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan; 

▪ Pendapatan denda pajak daerah; 

▪ Pendapatan denda retribusi daerah; 

▪ Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

▪ Pendapatan dari pengembalian; 

▪ Pendapatan dari BLUD; dan 

▪ Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Dalam rangka meningkatkan Iain-lain PAD yang 

sah, pemerintah daerah dapat 
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mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik 

daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah 

(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Keijasama 

Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan 

infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai barang milik daerah. 

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan 

Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari 

Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak 

Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan 

bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.  

Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan 

yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis 

perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap 

formula bagi hasil dan melakukan peran aktif 

berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Penyesuaian 

rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan 

mengacu Surat Kementerian Keuangan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor tentang Rincian 

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2026.  

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang 

berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) 

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 

Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan 

(DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, 

dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri 
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dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh 

Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan 

alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 atau 

informasi resmi mengenai alokasi DBH - Pajak 

Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui 

portal Kementerian Keuangan, dengan 

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan 

negara yang dinamis, diantaranya dengan 

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) 

tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata 

pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 

Tahun Anggaran 2025, Tahun Anggaran 2024 dan 

Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 

2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau 

informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak 

Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian 

Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, 

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi 

DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau 

ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2026. 
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b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau 

(DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut 

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026. 

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten 

/kota Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan, 

penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan 

pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2025, 

Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023. 

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ 

kota Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, 

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi 

DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan 

Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan 

DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda 

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 

atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah 

yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2026. 

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH – SDA) 

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 

Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari: 

▪ DBH – Kehutanan; 

▪ DBH – Pertambangan Mineral dan Batubara; 

▪ DBH – Pertambangan Minyak Bumi; 
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▪ DBH – Pertambangan Gas Bumi; 

▪ DBH – Pengusahaan Panas Bumi; dan 

▪ DBH – Perikanan. 

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi 

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 atau 

informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun 

Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan dengan memperhatikan 

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang 

dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan 

penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan 

pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2025, 

Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023. 

b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2026 mengenai Alokasi 

DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA 

atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA 

Tahun Anggaran 2026 metalui portal Kementerian 

Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, 

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi 

DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau 

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2026. 
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c. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA 

Tahun Anggaran 2026 seperti pendapatan kurang 

salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih 

pendapatan Tahun Anggaran 2026, pendapatan 

lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau 

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2026. 

d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sesuai dengan 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak 

dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan 

DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 

yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan. 

e. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana 

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2026 belum ditetapkan atau informasi 

resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran 

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata 

pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2025, 

Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023. 
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f. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana 

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2026 tersebut ditetapkan, atau informasi 

resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2026 

melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah 

harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak 

dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2026 dengan 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau 

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2026. 

3) Dana Alokasi Umum (DAU) 

a. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai 

alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian 
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Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud 

belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal 

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, 

penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada 

alokasi DAU Tahun Anggaran 2026. 

b. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau 

informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun 

Anggaran 2026 melalui portal Kementerian 

Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang 

APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, 

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi 

DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung 

dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 

2026.  

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

a. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang 

dialokasikan pada pemerintah daerah untuk 

mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan 

oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana 

transfer khusus tersebut, yang diuraikan: 

▪ DAK Fisik; dan 

▪ DAK Non Fisik. 

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud 

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 

atau informasi resmi mengenai alokasi Dana 
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Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah 

bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 

melalui portal Kementerian Keuangan belum 

dipublikasikan, maka penganggaran Dana Transfer 

Khusus langsung dituangkan dalam rancangan 

Perda tentang APBD 2026 

b. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi 

resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus 

Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka 

pemerintah daerah harus menganggarkan Dana 

Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan 

perubahan perkada tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan 

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Sedangkan untuk Kebijakan perencanaan 

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar 

Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1) Pendapatan Bagi Hasil 

a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang 

bersumber dari pendapatan daerah yang 

dialokasikan kepeda pemerintah daerah lain 

berdasarkan pada angka persentase tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. Pendapatan Kabupaten yang 

bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah 

Pemerintah Provinsi didasarkan pada 

penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 

2025. Dalam Hal penetapan APBD Kabupaten 

Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan 

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, maka 

penganggarannya didasarkan pada penganggaran 

Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 

dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak 

Daerah Tahun Anggaran 2024. 

b. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten 

yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi 

yang disebabkan oleh pelampauan target pada 

Tahun Anggaran 2025, maka kekurangan tersebut 

dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA 

jika Pemerintah Daerah tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.  

2) Pendapatan Bantuan Keuangan 

a. Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana 

yang diterima bagi pemerintah daerah lainnya, baik 

dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan 

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau 

tujuan tertentu lainnya, pendapatan tersebut 

bersumber dari pemerintah provinsi atau 

pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan 

bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum 

maupun bersifat khusus, serta dianggarkan dalam 

APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan 
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pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

yaitu: 

▪ Bantuan keuangan bersifat umum yang 

merupakan dana yang diterima daerah lainnya 

dalam rangka kerjasama daerah atau 

pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan. 

▪ Bantuan keuangan bersifat khusus merupakan 

dana yang diterima dari daerah lainnya untuk 

tujuan tertentu. 

b. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari 

bantuan keuangan bersifat umum dimaksud, 

diterima setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah 

daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan 

dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2026 atau dapat ditampung dalam 

LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. 

c. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari 

bantuan keuangan bersifat khusus tersebut 

diterima setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah 

daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan 

khusus dimaksud pada Perda tentang perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2026 atau dapat ditampung 

dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 

2026. 
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4.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah 

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang 

bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pendapatan Hibah 

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, 

barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak 

mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah 

termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang 

tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan 

tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi 

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada 

penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan 

biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar 

negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada 

dokumen pemyataan kesediaan untuk memberikan 

hibah. 

2) Dana Darurat 

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN 

yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca 

bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang 

diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu 

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan 

sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Penganggaran lain-

lain  

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk 

Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan 

kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah 

Daerah, serta Pendapatan Pengembalian Hibah tahun 

sebelumnya. 

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah. 

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 

Rp88.655.301.000,00,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp44.842.488.087,53; 

maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 diproyeksikan 

sebesar Rp91.575.101.000,00 Adapun sumber-sumber 

PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Pajak Daerah 

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 11 jenis yaitu : 

▪ Pajak Hotel; 

▪ Pajak Restoran; 

▪ Pajak Hiburan; 

▪ Pajak Reklame; 
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▪ Pajak Penerangan Jalan (PPJ); 

▪ Pajak Parkir; 

▪ Pajak Air Tanah; 

▪ Pajak Sarang Burung Walet; 

▪ Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; 

▪ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB P2); dan  

▪ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

Berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 

Rp35.164.000.000,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp13.719.760.698,88 

maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 

Rp38.581.000.000,00 

2) Retribusi Daerah 

Jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 16 Jenis yaitu : 

▪ Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

▪ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

▪ Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum; 

▪ Retribusi Pelayanan Pasar; 

▪ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

▪ Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

▪ Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

▪ Retribusi Tempat Pelelangan; 

▪ Retribusi Terminal; 

▪ Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan; 

▪ Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

▪ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

▪ Retribusi Penyeberangan Air; 

▪ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 
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▪ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan 

Pelayanan Angkutan Umum. 

Berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 

Rp3.962.689.000,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp3.001.335.384,00 

maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 

Rp3.965.489.000,00 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Berdasarkan target Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar 

Rp16.000.000.000,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp17.467.868.342,85 

maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 

Rp16.000.000.000,00 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pendapatan ini terdiri dari 11 item yaitu :  

▪ Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang 

tidak dipisahkan; 

▪ Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) 

yang tidak dipisahkan; 

▪ Jasa Giro; 

▪ Pendapatan Bunga; 

▪ Penerimaan Komisi, Potongan, atau BentukLain; 

▪ Pendapatan Denda atas Keterlambatan 

Pelaksanaan Pekerjaan; 

▪ Pendapatan Denda Pajak Daerah; 

▪ Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 

▪ Pendapatan dari Pengembalian; dan 

▪ Pendapatan BLUD; 

Berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 

Rp33.528.612.000,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp10.653.523.661,80 
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maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 

Rp33.028.612.000,00 

4.2.2. Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer Kabupaten Kapuas Hulu 

berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 

Rp1.790.753.145.000,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp447.715.288.264,00 

maka Pendapatan Transfer Tahun 2026 diproyeksikan 

sebesar Rp1.622.449.424.000,00 Adapun sumber-sumber 

Pendapatan Transfer berdasarkan obyek pendapatannya 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 

Rp1.760.892.405.000,00 dengan capaian realisasi 

sampai dengan Semester I 2025 sebesar 

Rp435.390.358.375,00 maka pada Tahun 2026 

diproyeksikan sebesar Rp1.590.949.424.000,00  

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 

Rp29.860.740.000,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp12.324.929.889,00 

maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 

Rp31.500.000.000,00. 

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten 

Kapuas Hulu target Tahun 2025 sebesar 

Rp13.279.459.000,00 dengan capaian realisasi sampai 

dengan Semester I 2025 sebesar Rp86.953.782,76 maka 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2026 

diproyeksikan sebesar Rp13.279.459.000,00 Adapun 
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sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Pendapatan Hibah Dana BOS  

2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD 

Tabel 4.1. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2026 

Kode Uraian 

Pagu Murni*) 

Tahun 2025 

(Rp.) 

Realisasi  

Semester Pertama 

Tahun 2025 
(Rp.) 

Target Tahun 

2026  

(Rp.) 

4. 
PENDAPATAN 

DAERAH 
   

4.1. 
PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 
88.655.301.000,00 44.842.488.087,53 91.575.101.000,00 

4.1.01 

4.1.02 

4.1.03 
 
 

4.1.04 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil-Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

Lain-lain PAD yg sah 

35.164.000.000,00 

3.962.689.000,00 

16.000.000.000,00 

 

33.528.612.000,00 

13.719.760.698,88 

3.001.335.384,00 

17.467.868.342,85,00 

 

10.653.523.661,80 

 

38.581.000.000,00 

3.965.489.000,00 

  16.000.000.000,00  

 

33.028.612.000,00  

 

4.2. 
PENDAPATAN 

TRANSFER 
1.790.753.145.000,00 447.715.288.264,00 1.622.449.424.000,00 

4.2.01 

4.2.02 

Transfer Pemerintah Pusat 

Transfer antar Daerah 

1.760.892.405.000,00 

29.860.740.000,00 

435.390.358.375,00 

12.324.929.889,00 

1.590.949.424.000,00 

31.500.000.000,00 

4.3. 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

13.279.459.000,00 86.953.782,76 13.279.459.000,00 

4.3.01 

 

4.3.03 

Pendapatan Hibah 

 

Lain-lain Pendapatan 
Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-
undangan 

0,00 

 

13.279.459.000,00 

 
86.953.782,76 

 
 

0,00 

 
0,00 

 
 

13.279.459.000,00 

 
TOTAL 1.892.687.905.000,00 492.644.730.134,29 1.727.303.984.000,00 

Sumber: *) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 

4.2.4. Upaya-upaya Dalam Pencapaian Target Pendapatan 

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu dalam mencapai target pendapatan daerah 

dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai 

berikut: 
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1. Pembaruan data base pajak dan retribusi daerah dalam 

mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

serta retribusi daerah; 

2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan 

pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan 

secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu; 

3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi 

penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi 

daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi terkait penerimaan Pendapatan 

Transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor 

lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif; 

5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 
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BAB V  

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung 

target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai 

dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, 

mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi 

kewenangan daerah, serta untuk Akselerasi Pertumbuhan ekonomi dan 

Penguatan Kesejahteraan Masyarakat.  

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap 

belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, 

maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat 

Daerah. Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui 

estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan 

mengikat serta prioritas utama yang harus dibiayai. Dalam melakukan 

proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan 

mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah 

proyeksi besaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, 

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer 

(belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan 

belanja tak terduga. 

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja 

yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang 

direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat 
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Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran 

serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

kedalam program dan kegiatan. 

Kebijakan belanja Daerah Tahun 2026 diarahkan untuk 

mendukung capaian tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam 

visi dan misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, 

seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan 

ekonomi, penurunan kemiskinan, pelayanan publik, selain itu juga 

kebijakan daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai 

urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi 

belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.  

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola 

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu : 

1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari urusan 

wajib dan urusan pilihan dengan unsur pendukung, unsur 

penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur 

pemerintahan umum sebagaimana yang telah diatur dalam 

perundang-undangan. 

2. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang 

efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan 

dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas pendidikan serta 

pemenuhan tenaga pendidik. 

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan 

dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk 
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pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta 

kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun 

peningkatan kapasitas. 

5. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan 

pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pembukaan 

daerah yang terisolir serta konektivitas antar daerah. 

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 bahwa Belanja Daerah, terdiri 

dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja 

transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka 

pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan 

sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya 

yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja 

bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya 

serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan 

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang 

dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau 

dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari 

belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Klasifikasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah menurut akun, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan 

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, yaitu 

meliputi: 
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Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan 

(1) (2) 

BELANJA OPERASI 

▪ Belanja Pegawai 

▪ Belanja Barang dan Jasa 

▪ Belanja Bunga 

▪ Belanja Subsidi 

▪ Belanja Hibah 

▪ Belanja Bantuan Sosial  

 

SKPKD, SKPD dan BLUD 

SKPKD, SKPD dan BLUD 

SKPKD dan BLUD 

SKPKD dan/atau SKPD 

SKPKD dan/atau SKPD 

SKPKD dan/atau SKPD 

BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD 

BELANJA TAK TERDUGA SKPKD 

BELANJA TRANSFER SKPKD 

5.1.1. Belanja Operasi 

Kebijakan untuk belanja operasi pada Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang diberikan kepada kepala 

daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota 

DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta memperhitungkan 

rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN 

serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan 

hari raya; 

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai 

formasi pegawai Tahun 2023; 
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c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, 

tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan 

memperhitungkan acress yang besamya 

maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari 

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan 

tunjangan; 

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan 

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS 

Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 

2021 dengan mempedomani Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan 

kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN 

dibebankan pada APBD dengan mempedomani 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan 

jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta 

Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada 

APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi 
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pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan; 

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada 

pegawai ASN memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Penentuan kriteria pemberian tambahan 

penghasilan dimaksud didasarkan pada 

pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, 

kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, 

dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai 

ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala 

daerah dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan 

pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai 

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam 

Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala 

daerah menetapkan pemberian tambahan 

penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan 

ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang keuangan melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer 

Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. 

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan 

penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud 

memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, 

kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; 
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g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sebagai 

implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian 

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi 

Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

atau pelayanan lainnya sesuai peraturan 

perundang-undangan diperhitungkan sebagai 

salah satu unsur perhitungan tambahan 

penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya; dan 

h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan 

pemberian honorarium kepada ASN daiam rangka 

pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan 

daerah, meliputi honorarium penanggungjawab 

pengeiola keuangan, honorarium pengadaan 

barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja 

pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana 

diatur daiam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2019 tentang Standar Harga Satuan Regional. 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk 

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, 

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau 

dijual kepada masyarakat/pihak ketiga daiam rangka 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 

daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang 

tercantum daiam RPJMD pada Perangkat Daerah 
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terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, 

dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. 

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penganggaran belanja barang pakai habis 

disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang 

didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai 

dan volume pekerjaan serta memperhitungkan 

estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 

2024 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 

rasionalitas dan efektifitas daiam pencapaian 

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan daiam 

rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. 

Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN 

dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan 

bahwa keberadaan ASN dan Non ASN daiam 

kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata 

terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli 

besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. Dalam rangka mewujudkan Universal Health 

Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib 

melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah 

dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna 

terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh 

penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran 
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yang bersumber dan APBN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang 

dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan 

kesehatan pemberi pelayanan kesehatan; 

e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar 

cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang 

disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, 

kepada: 

▪ Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk 

keluarga (satu istri/suami dan dua anak) 

dianggarkan dalam bentuk program dan 

kegiatan pada SKPD yang secara fungsional 

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

▪ Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/ 

suami dan anak dianggarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan pada SKPD yang secara 

fungsional terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait 

dengan peningkatan kapasitas bagi: 

▪ Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; 

▪ Pimpinan dan Anggota DPRD; serta 

▪ Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait 

dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara 
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selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, 

kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, 

kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan 

pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan 

diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan 

anggaran daerah serta tertib anggaran dan 

administrasi; 

g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaan pengelola barang, 

pengguna barang atau kuasa pengguna barang 

berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan 

barang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik 

daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi 

perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam 

rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik 

perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan 

dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, 

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi 

serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan 

dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi 

kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan 
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kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus 

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai 

biaya nil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal 

sebagai berikut: 

▪ Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai 

dengan biaya riil (at cost). Komponen sewa 

kendaraan tersebut hanya diberikan untuk 

Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama dan pejabat yang diberikan kedudukan 

atau hak keuangan dan fasilitas setingkat 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

▪ Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil (at cost); 

▪ Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil (at cost); 

▪ Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak 

menggunakan fasilitas hotel atau tempat 

penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan 

diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 

puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat 

tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana 

perjalanan dinas dan dibayarkan secara 

lumpsum; 

▪ Uang harian dan uang representasi dibayarkan 

secara lumpsum; 

▪ Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas 

dianggarkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada 

tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan 
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sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai 

diserahkan; 

m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan 

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak 

ketiga dalam rangka melaksanakan program dan 

kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi 

dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam 

RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan 

dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

n. Uang untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 

▪ Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 

▪ Penghargaan atas suatu prestasi; 

▪ Beasiswa kepada masyarakat; 

▪ Penanganan dampak sosial kemasyarakatan 

akibat penggunaan tanah milik pemerintah 

daerah untuk pelaksanaan pembangunan 

proyek strategis nasional dan non proyek 

strategis nasional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundnag-undangan; dan/atau 

▪ TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Belanja Hibah 

Belanja hubah berupa uang, barang, atau jasa dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
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Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 

yang  

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian 

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan 

pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 

dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah 

sesuai kepentingan daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat.Belanja hibah memenuhi kriteria paling 

sedikit: 

a. Peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; 

c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali: 

▪ Kepada pemerintah pusat dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

daerah untuk keperluan mendesak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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▪ Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi 

pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan; 

e. Memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa 

pemberian bantuan keuangan kepada partai poiitik 

yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana maksud 

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan 

kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik. 

4. Belanja Bantuan Sosial 
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a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau 

barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk 

menganggarkan pemberian bantuan kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dan 

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; 

b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial 

dalam rangka menunjang program, kegiatan dan 

sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan 

dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil 

evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan 

tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan 

sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial 

mempedomani Peraturan Bupati Kapuas Hulu 

Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. 

5.1.2. Belanja Modal 

Belanja modal dianggarkan untuk menganggarkan 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset 



  K e b i j a k a n  U m u m  A P B D  T A . 2 0 2 6  | 87 
 

tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan belanja 

modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi 

belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk 

pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan 

peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan 

ekonomi daerah dan penguatan kesejahteraan 

masyarakat; 

2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja, terdiri 

atas: 

a. Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah digunakan untuk 

menganggarkan tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan 

untuk menganggarkan peralatan dan mesin 

mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, inventaris kantordan peralatan lainnya 

yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 

dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap 

pakai. 

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung 

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan 

untuk menganggarkan gedung dan bangunan 

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai. 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
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Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan 

untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi 

mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang 

dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki 

dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai.  

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya 

Beianja aset tetap lainnya digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset 

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang 

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

f. Belanja Aset lainnya 

Belanja aset lainnya digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi 

kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal 

aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang 

memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan 

memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan 

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam 

bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu 

produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam 

belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah 

dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan 
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kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, 

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan 

akuntabel dengan mengutamakan produk dalam 

negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan 

barang milik daerah didasarkan pada perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan 

pemeliharaan barang milik daerah yang disusun 

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan 

barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah 

dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 

kebutuhan barang milik daerah yang baru (new 

initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan 

RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik 

daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, 

standar kebutuhan dan/atau standar harga, 

penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud 

dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi 

sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan 

untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau 

bangunan dalam negeri, standar satuan biaya 

pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya 

pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya 

pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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5.1.3. Belanja Tak terduga 

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang 

tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian 

atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya. Kebijakan untuk Belanja Tak Terduga 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Belanja tak terduga tahun 2025 dianggarkan secara 

memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan 

adanya kebutuhan dengan kualifikasi antara lain: 

a. tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. di luar kendali pemerintah daerah; 

c. apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar bagi pemerintah daerah; 

d. apabila ditunda akan menimbulkan kerugian serta 

berdampak langsung bagi masyarakat; 

e. amanat peraturan perundang-undangan. 

2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi 

a. bencana alam dan bencana non alam; 

b. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 

d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 
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sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 

4. Pengeluaran untuk mendanai: 

a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap 

darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian 

luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. keperluan mendesak; dan/atau 

c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; 

d. yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak 

cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 

terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau 

Perubahan DPA-SKPD. 

5. Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi, maka 

menggunakan: 

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian 

program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta 

pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub 

kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu 

dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan 

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dituangkan dalam peraturan daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau 

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025. 
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5.1.4. Belanja Transfer 

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya 

dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah 

desa. Belanja transfer dikelompokkan atas jenis: 

1. Belanja Bagi Hasil 

a. belanja bagi hasil digunakan untuk 

menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari 

pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa 

atau pendapatan pemerintah daerah tertentu 

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Belanja Bantuan Keuangan 

a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada 

Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, 

pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan 

tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi 

pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. 

c. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai 

kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja 

bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan 

kepala daerah. 

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan 

Belanja Tidak Terduga 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan 

menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan 

Belanja Transfer. Untuk proyeksi Belanja Daerah di Tahun Anggaran 

2026 jika dilakukan perbandingan dengan Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana sampaikan pada tabel 5.2. di bawah ini: 

Tabel 5.1. Perbandingan Belanja Daerah untuk Proyeksi T.A. 2026 

Kode Uraian 

Pagu Murni*) 

Tahun 2025 
(Rp.) 

Proyeksi**)     

Tahun 2026  

(Rp.) 

Kenaikan/ 

(Penurunan) 

(Rp.) 

5. BELANJA DAERAH    

5.1. Belanja Operasi 1.252.568.700.323,00 1.205.204.436.106,00 (47.364.264.217,00) 

5.1.01 

5.1.02 

5.1.03 

5.1.04 

5.1.05 

5.1.06 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

760.863.905.612,00 

387.087.985.711,00 

0,00 

0,00 

104.187.509.000,00 

429.300.000,00 

833.270.655.933,00 

334.689.152.697,00 

0,00 

323.712.000,00 

36.790.415.476,00 

130.500.000,00 

72.406.750.321,00 

(52.398.833.014,00) 

 0,00    

  323.712.000,00     

(67.397.093.524,00)  

(298.800.000,00) 

5.2. Belanja Modal 267.017.999.777,00 162.104.212.894,00 (104.913.786.883,00) 

5.2.01 

5.2.02 

5.2.03 

5.2.04 

5.2.05 

5.2.06 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 

Aset Tetap Lainnya 

Aset Lainnya 

0,00 

32.233.166.677,00 

97.243.903.820,00 

124.991.881.940,00 

12.058.647.340,00 

490.400.000,00 

0,00 

17.347.637.910,00 

32.435.000.000,00 

102.769.384.348,00 

9.535.690.636,00 

16.500.000,00 

0,00 

(14.885.528.767,00) 

(64.808.903.820,00) 

(22.222.497.592,00) 

(2.522.956.704,00) 

(473.900.000,00) 

5.3. 
Belanja Tak 
Terduga 

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 

5.3.01 Belanja Tak Terduga 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 
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Kode Uraian 

Pagu Murni*) 

Tahun 2025 

(Rp.) 

Proyeksi**)     

Tahun 2026  

(Rp.) 

Kenaikan/ 

(Penurunan) 

(Rp.) 

5.4. Belanja Transfer 362.169.175.000,00 380.621.488.000,00 (7.673.840.000,00) 

5.4.01 

5.4.02 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

3.912.674.000,00 

358.256.501.000,00 

4.254.659.000,00 

350.240.676.000,00 

341.985.000,00   

  (8.015.825.000,00) 

 
TOTAL 1.887.255.875.100,00 1.727.303.984.000,00 (159.951.891.100,00) 

Sumber:  *) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024;  

 **) Nilai Proyeksi Sementara. 
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BAB VI  

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena 

jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat 

defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat 

diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari 

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA 

tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi 

pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan 

operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 

2026 sebagaimana Tabel 6.1. berikut: 

Tabel 6.1. Perbandingan Pembiayaan Daerah Proyeksi Tahun 2026 

Kode Uraian 

Pagu Murni*) 

Tahun 2025 

(Rp.) 

Proyeksi      

Tahun 2026  

(Rp.) 

Kenaikan/ 

(Penurunan) 

(Rp.) 

6. PEMBIAYAAN DAERAH    

6.1. Penerimaan Pembiayaan 4.567.970.100,00       5.000.000.000,00       432.029.900,00        

6.1.01 
 

6.1.02 

 

6.1.03 
 

6.1.04 

6.1.05 
 

6.1.06 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 

Pencairan Dana Cadangan 

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 
diPisahkan 

Penerimaan Pinjaman Daerah 

Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman Daerah 

Penerimaan Pembiayaan Lainnya 

4.567.970.100,00 
 

0,00 

 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

5.000.000.000,00 
 

0,00 

 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

432.029.900,00 
 

0,00 

 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) 

6.2.01 
 

6.2.01 

6.2.01 

6.2.01 

6.2.01 

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 
Jatuh Tempo 

Penyertaan Modal Daerah 

Pembentukan Dana Cadangan 

Pemberian Pinjaman Daerah 

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 

0,00 
 

10.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 

5.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 

(5.000.000.000,00) 

0,00 

0,00 

0,00 
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Kode Uraian 

Pagu Murni*) 

Tahun 2025 

(Rp.) 

Proyeksi      

Tahun 2026  

(Rp.) 

Kenaikan/ 

(Penurunan) 

(Rp.) 

 
Pembiayaan Netto (5.432.029.900,00) 0,00 (4.567.970.100,00) 

Sumber: *) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 

 

Struktur pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa 

pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan. 

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 

Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan akan diarah dalam 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

(SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat, kehati-hatian 

dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi 

anggaran Tahun 2025, hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang 

tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang 

direncanakan. 

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk 

meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih 

perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana 

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian 

pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya. 

3. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi 

lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA 

harus menutup defisit anggaran di dalam APBD. 

4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka 

kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, 

untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen 

pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk 

mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya 

konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan 

pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, 

biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan 

terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential 

management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan 

potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak 

negatif bagi keuangan daerah. 

5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk 

menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari 

masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber 

pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai 

investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat.  

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 

Untuk Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten 

Kapuas Hulu Tahun 2026 adanya pengeluaran berupa Penyertaan 

Modal Pemerintah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang 

Putussibau (Bank KALBAR).  
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BAB VII  

STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Kebijakan umum APBD Tahun 2026 disusun sesuai dengan arah 

kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah 

kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2026. 

Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi 

prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026. Sasaran dan prioritas 

pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. 

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga harus 

disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta 

prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat guna untuk 

menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga 

level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian 

dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan. 

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah 

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 

dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-

langkah kongkrit sebagai berikut: 

1. Mengembangkan dan mendorong peran serta fungsi dari Perangkat 

Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan pendapatan; 

2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, 

kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan 

masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas 

dan transparansi; 
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3. Melakukan evaluasi terhadap potensi serta sinkronisasi regulasi 

sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai 

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

5. Mengembangkan pengelolaan aset dapat menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah; 

6. Penyempurnaan terhadap sistem administrasi untuk peningkatan 

kinerja pendapatan daerah; 

7. Terobosan serta promosi yang gencar terhadap pemanfaat 

pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan oleh Badan 

Pendapatan Daerah. 

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah 

Strategi Pencapaian target belanja daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: 

1. Melakukan optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari 

pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang 

Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan 

Pemukiman; 

2. Kontrol secara berkala terhadap penyerapan anggaran dimasing-

masing Perangkat Daerah; 

3. Pemanfaatan secara tepat guna teknologi informasi dalam 

pelaksanaan anggaran;  

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu dalam mencapai target pembiayaan daerah, yaitu: 

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah agar 

berimplikasi terhadap target penerimaan PAD; 
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2. Pelampauan terhadap penerimaan pembiayaan, apabila pendapatan 

daerah terlampaui serta merealisasikan belanja daerah sesuai 

dengan kebutuhan. 

Untuk meningkatkan Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan 

penguatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kapuas Hulu, maka 

di Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan 

beberapa strategi kebijakan untuk mendukung implementasi terhadap 

akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penguatan kesejahteraan 

masyarakat yang mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-

pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), antara lain: 

1. Akselerasi investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang diarahkan 

untuk meningkatkan volume penanaman modal dengan strategi 

peningkatan kompleksitas ekonomi melalui investasi hilirisasi 

industri dan pemanfaatan teknologi, dengan target sebesar 5,20% 

sampai dengan 6,20%.  

Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam yaitu 

dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi   

yang akan dialokasikan pada program:  

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

b. Program Promosi Penanaman Modal; 

c. Program Pelayanan Penanaman Modal; 

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal. 

2. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM dengan target 2026 

sebesar 4,75% sampai dengan 5,75% untuk penurunan tingkat 

kemiskinan. Pembangunan di Desa akan difokuskan pada 

peningkatan Status desa dari desa tertinggal menjadi Desa Mandiri 

minimal sebanyak 9 desa di Tahun 2026, dan percepatan 

penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, selain itu Dukungan 

Pemerintah Daerah berupa:  

a. Program Pengembangan Perumahan; 
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b. Program Kawasan Permukiman; 

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh; 

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 

(PSU); 

e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat untuk alokasi belanja infrastruktur di 

sektor kesehatan (Puskesmas dan Posyandu), serta Jaminan 

Kesehatan Masyarakat untuk pemenuhan kewajiban earmarking 

pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI; 

f. Program Pengelolaan Pendidikan yang dialokasikan pada belanja 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, 

dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui 

Peningkatan sarana dan Prasarana pendidikan. 

3. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas 

Hulu, strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada 

peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan dengan target 

diatas kenaikan rata-rata nasional, dengan dukungan program 

sebagai berikut: 

a. Program Penyuluhan Pertanian 

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

c. Program yang mendukung target penurunan angka stunting di 

Kabupaten Kapuas Hulu, yang di jabarkan kedalam kegiatan 

intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai 

Perangkat Daerah pengampu yang akan mengimplementasikan 

strategi kebijakan tersebut ke dalam alokasi sub kegiatan 

sebagai berikut: 

▪ Untuk Kegiatan Intervensi Spesifik, yaitu: 

(1) Pengelolaan Kesehatan kesehatan ibu hamil; 

(2) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 

(3) Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita; 
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(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 

Dasar; 

(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; 

dan 

(6) Pengelolaan Surveilans Kesehatan. 

▪ Untuk Kegiatan Intervensi Sensitif, yaitu: 

(1) Pelayanan Promosi Kesehatan; 

(2) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak; 

(3) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Bukan Jaringan Perpipaan; 

(4) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM); 

(5) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 

(6) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan; 

(7) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan; 

(8) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM); 

(9) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 

Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum 

(DAM); dan 

(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 

d. Serta penetapan PBB P2 untuk lahan produksi pangan yang 

lebih rendah dibandingkan lahan produksi lainnya sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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4. Bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam 

pembangunan sektor pendidikan memprioritaskan belanja daerah 

dan pemanfaatan Transfer Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah 

diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik, 

serta penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending 

sektor pendidikan.  

Dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2026 

dialokasikan pada: 

a. Program pengelolaan pendidikan; 

b. Program pengembangan kurikulum; 

c. Program pendidik dan tenaga kependidikan; 

d. Program pengendalian perizinan pendidikan; 

e. Program pengembangan bahasa dan sastra. 

5. Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam 

pembangunan di sektor kesehatan akan mengalokasikan Transfer 

Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah diarahkan untuk 

mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik, pemerataan 

layanan kesehatan, dan peningkatan gizi masyarakat, serta 

peningkatan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan 

kualitas layanan kesehatan. 

Dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2026 

dialokasikan pada melalui program: 

a. Program yang mendukung target penurunan angka stunting di 

Kabupaten Kapuas Hulu, yang di jabarkan kedalam kegiatan 

intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai 

Perangkat Daerah pengampu yang akan mengimplementasikan 

strategi kebijakan tersebut. 

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat. 
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BAB VIII  

PENUTUP 

 

 

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati 

Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2026.  

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota 

Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Kapuas Hulu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman 

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-

APBD) Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Dokumen KUA 

ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan 

dengan harapan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat merasakan 

manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan. 

 

Putussibau,          Juli 2025 

BUPATI KAPUAS HULU, 

 

 

FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H. 
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